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Tujuarl pellciiiia~l in; acialah unmk rnmgka!i . putusan - hakim le-hadap perka~a 

Nu.: 82iPID!2tK~_C.PT.PLKi P d a  Pel~nadilax? Tinngi - - Provinsi S ~ m t e r a  Sara! &!a11 

hat. \ ' i) irpakah putusa~ hakim memenuhi rimsur keps~im h u h n ~ ,  keadiian, &dn 

ir.e~nmfa&in. (2! apkah  put^^^ haklm men,~rrdal~k~_la insirumm H-AJd nzsiu~iil cian 

Intmasional se=ria mengkail u m u ~  pehgg-dnn H.kM. h i s  kaslus Hak Asasl 

aiau demonswasi rnahasiswa i;nivmsitas Negeri Padang. 'ria~inl ymg  memxnuskan I .  

H. BCRKAT RTTONGA SH, 2. 1. WSTI MADE ANT.AR.4 .SH, d m  3. 

SJAiWUB1. RH, SH. 

F a b  hub~m, berdasarhn surzt dakwaan Penuntur Urnurn No- Reg+ Perk- 

PDM: i 15 i k~.iiPatiang /U4!2004 menyrotakan terdakwa telah melangga~ tindak 

pidana x.bagaima Oiatur &lam p a d  170 avat ( i  1, psi 4G6 y a t  (, 1) jo Pasas 55 

ayal i l j LiitiP. Gliiuk nlellibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Emurn, m&a mejefis 

'naicim PT tdalr mrnbaca putusan maidis hakirn Penpdikm i.j~gen Picrang Nu: 

1 ~ ~ / V ~ ~ J . ~ S S . ~ L O U ~ / P N  .PDG. Yulusan H-dkjm telah n ~ m y e m b n  bebwilp'a ha3 

antara iah: y ang rr?embera&ar? texdzkwa Dahwa para kerhkwa rrrdakuka~l per nuarm1 

pihlia di Ial~pidi ie~dakwa menimba ifmn pengetahan. Hai-hai v m g  meringarkan. 

yara terdakwa dipersidangan sop311 d a \ m  persidangm, para tadakwa mengakui 

icesaiahannya, dan para tadakwa masih muda dapat diha~apkan mmperbai~i  

Lesaiabmnnva dike~~ruadlsn hari. 
- derdasarkan penelitian dengan mmbal~as duduk perbra, rfaita hlrkm~r dar~ 

p u ~ u s a ~  irdK1111 yang su~lakl ~ldesluipsikan. maka disimpulkan bahwa putusan Maleiis 
-- > ~ a k i m  daiam Per-kara Nornor: 82-/FIUI;?O(J5/PT.Pl)G pada Pengadiiarr i Ingg rrovknst 



tcrhadall bam!lg I ldak rr1e.I ynai, dr. a;a : ::ll6rrd; ' kar hu'c-r x jiiiana k~lusus 

(TJU No.q/ 1998 d.in U l i  ' 3.12/20t15 dr 1 . U qn.39/19 91, tetapi inengunakan 

hukum pidana m u m ,  sehiagga pokok p m a l a n  tidak tersenhh, pada ha1 kasus 

tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukurn pidana khusus, sehingga 

berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia; dirnana penangungjawab 

unjuk rasa tidak tersendtuh oleh hukum. 

2. Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, 

Dari analisa dokumen terhadap hukum materil terlihat Majelis Hakim dalam 

putusannya: 

- Tidak mempertirnbangkan UU khusus (UU No9 Tahun 1998) tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum 

- Belurn mempertimbangan instrumen HAh4 yang sudah diratifiksi pemerintah 

m; 
- Penerapan hukum materil belum utuh, sehingga penanggungjawab demonstrasi 

dapat 1010s dari kejaran hukurnan tindak pidana khusus 

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak 

terungkap dalam dokumen sebagai dasar pel-timbangan Majelis Hakim seperti: 

a.Kelengkapan berita acara (Pasal75 KUHAP); 

b.Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108,129,130,133 KUHAP); 

c.Kesempumaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185,186,187, dan 188 KUHAP) 

d.Kecocokan benda sitaanharang bukti dengan daftar yang tercanturn dalarn 

berkas perkara 

e.Syarat formalitas ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi oleh 

pengacaranya sesuai dengan KUHAP. Artinya sejak awal JPU tidak memenuhi 

syarat formalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana Majelis Hakim juga 

tidak memeriksa perkara secara profesional. 

Belum memenuhi unsur nilai keadilan, 

Pertimbamgan sosiologis dari Majelis Hakim adaIah: 

- Para terdakwa melakukan perbuatan pidana di tempat terdakwa menimba ilmu 

pengetahuan; 

- Para terdakwa dipersidangan sopan dalam persidangan; 



- para tenl-tkwi rl~~:l_pak~;j k-:~:1];.]7~: 3 ~ : ' .  ~ f p "  

i - Par;! te-dakwa .nasih m d a  3r , .c . :  di-5. i tpF-.!n in::~:~;'e-Saiki kesalaF;t.~ny~ 

8 I dikemuadian l~ari. 

1 Dari pertirnbanagan itu temyatzt hahm bclum rnengali, dan memahami nilai- 
I 

, I  
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masvarakat (pasal 28 ayat (1) 

1 UU No.4 Tahun 2004). Karena penagpngjawab unjuk rasa dibiarkan 

melakukan tindak pidana dan tidak tersentub oleh hukum. dan para terdakwa 

sebagai kegiatan unjuk rasa tidak menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis 

Hakim. 

Belum memenuhi unsur kemanfaatan. 

Dari putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari 

putusan. sehingga menimbulkan kern@ atau dampak negatif dimasa 

mendatang,, yaitu: 
- Pemerintah sedang mengembangkan demokratisasi melalui UU No.9 Tahun 

1998, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan rambu-tambu kegiatan unjuk 

rasa; 

- Hakim tidak mengindahkan ketentuan secara normatif UU khusus IUU 

No.9 tahun 1998). sehingga penaggumgjawab unjuk rasa dapat lepas dari 

tuntutan hukuman. Ada unsur diskriminatif dalarn penerapan tindak pidana. 

I Setiap putusan hakim wajib mernpertimbangkan secara utuh aspek yuidis. 
I sosiologis, dan psikologis dalarn setiap putusan. 

I 3. Majelis hakim belurn memahami keberadaan UU Kemerdekaan Menvampaikan 
I Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998), UU Hak Sipil Politik (UU 

No.12/2005). dan UU HAM (UU No.39/1999), sehingga putusan lebih 

I mernpertimbangkan pasal 170 ayat I I) dan pasal406 ayat (1 ) jo pasal55 avat ( 2 )  

1 KUHP. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat la@ menjadi 8 

bulan. Hakirn rnenyampingkan dampak pene- UU No.9/1998, tenrtarna 
I 

1 tidak tersentuhnya penanggunjawab unjuk rasa, yang mendorong mdlasiswa 

I melakukan perbuatan melawan hukum. Bagi masyarakat luas putusan tersebut 
I 

1 sangat melukai rasa keadilan. 



k*;ti. .:i-z~ltiah: ./atlg alien~;t:l  !erh 3ap ;1a.;t<]rs ji&i:o a&:' : t: ( ( ) & 1a)eils 

j-iakirn periu memahzini $i.ebcrada-m iJC Kmls dckaan Mi~rlyampajkan Pe-iiberpa~ 

Dimuka Urniirn (lJU No.9j19981 dan UIJ No..7G!IcB9 rentang HAM, ternasilk 

instn~men W inlemasionai yang sudah M f i k a s i  Pemerin~ah Rf 

(ICCPWKonvensi Mak Sipoh sehingga putusan hakim memerluhi kepasilan inukur~t, 

1asa keadiian, dpm ~~lanfr'aat yang has dalam penegakan hukum, dmokrasi d m  hak 

asasi nlauusia, (2-j Agar penanggunyjawab nnjuir rasa ciapar dijerat dtxlga~~ huku~t~ar~,  

nmkd pade'miim I I iajelis hakim hams k~mp~ehe-nsif, y ang rnengr~makam h u b l  

khusus dan pada hukum pidana umum. Menggali dan rnengur;dmill !-asit k d i b r  

111aiy arakai &dripah pe~iuekatan numatii: dan (3) Majelis hakim yang n~emmusira~ 

per'bra ini kurang rmponsif &an hernas dalam pufusm~ya, sdlingga kursmg layak 

urrtuk dipmmosikan. 
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3. SJARNUBI. RH, SH 

B. Objek Penelitian 

I. Duduk Perkara 

Perkara ini merupakan perkara kebebasan berekspresi yaitu 

pmogu kanidernontrasi menuntut penegakan demokrasi dalarn kampus tentang 

pem12ihan pernbantu rektor yang dimenangkan dalam pemilihan senat, tidak 

diterirna rektor, dan rektor mengangkat pembantunya tanpa melalui pemilihan. 

Maka rnahasiswa menuntut agar rektor mengindahkan proses demokrasi yang 

berjalan. Ue~nontrasi tidak dapat dielakan antara kubu rektor dengan kubu senat 

universrtas yang didukung oleh kebrnpok mahasiswa. Demonstrasi beraknrr paaa 

i~ndak kekerasan yang oleh hakia.menindak pelaku (mahasiswa) kedaiam r~naaic 

pidana kekerasan terttadap barang sebagaimana dijelaskan pada uraian perkara 

beriku t . 

Uraian perkara d imna mereka terdakwa Eka Satria dan terdakwa Gusri 

~ r k n d i  pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekitar Jam 1 1-00 wib atau setidak- 

tidaknya pada suatu hari dibuian Maret 2004, betempat di Loby Kantor 

Universitas Negeri Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 

masih tertnasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, di mulca urnurn secara 

bersama-sama nlelakukn kekerasan terhadap barang yaitu terhadap kaca Loby Eka 

Satria am terdakwa Gusri Effendi, perbuatan mana dii- terdakwa-terdarcwa 

dengan cara sebagai berrkut : 



Y r:ida  ha^, ~ a 1 . i ~  daii rcinFat scpi:rti :ers.:L,r;t d.at;rl:; terd&;,(: I Ekil Satria d x ;  

terdakwa IT Gmri Effendi. Zal Masri @ e l m  tertangkap) &n bebera.pa orang 

Mahasiswa Universitas Negeri Padang lainnya berencana akan melakukan 

aicsi mogoK maitan yang sebeiumnya teiah dilaporkan ke Satpam Universitas 

Negeri Padang dalam rangka aksi damai, dan atas aksi yang dilakukan 

terdakwa terdakwa I Eka Satria d m  terdakwa I1 Gusri Effencb, La1 Masn Pgl 

t\L, ada sekelompok Mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa Pedulr 

Kampus ( FMPK) dan pada saat itu terjadi bentrok sesama Mahasiswa, 

dimana terdakwa I Eka Satria dan terdakwa 11 Gusri Effendi, Zal Masri 

meminta petinggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) turun 

~ebawah menemui terdakwa I Eka Satria dan terdakwa I1 Gusri Effendi, Zal 

Ntasn, tetapi atas permintaan tersebut tidak ada y-mg menemui terdakwa I 

Eka Satria dan terdakwa I1 Gusri Effendi, Zal Masri, sehingga Zal Masri 

emosi d m  membenturkan kepalanya kekaca Loby Kantor Universitas Negeri 

9adang sehingga kaca tersebut pecah, melihat keadaan demikian terdakwa I 

&a Sama membuka ikat pinggangnya dan rnernukulkannya kekaca Loby 

Kantor Universitas Negeri Padang tersebut sehingga pecah, lalu terdakwa I1 

Gusri Effendi, melernparkan kaca Loby Kantor Universitas Negeri Padang 

tersebut dengan batu sehingga pecah, yang mengakibatkan Universitas 

Negeri Padang menderita kerugian sebanyak * Rp,1.500.000,- ( sahr juta 

lima ratus ribu rupiah) ; 

Perbuatan terdakwa terdakwa I Eka Satria dan terdakwa I1 Gusri EEend~ 

u~dakwa dengan dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam 

pasai L70 ayat i 'Gtab Undang Undang Hukum Pidana. dan dakwaan subsidair 

sebagai mana diattu dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 JGtab Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

b u s  ini terungkap setelah ada laporan pihak universitas kepala Polsek 

Padang Utara, sehingga terdakwa ditahan berdasarkan : 

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2004 s/d tanggal 24 Maret 2 0 ~ 4  

2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Padang sejak tanggal 25 

Maret 2004 s/d tanggal 6 April 2004 

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2004 s/d tanggal 16 April 2004 



4.  Majelis Hak'm Pengadilan S e p i  .?ad: .r.g sej..: tanzgai ir i,.pfi' 2 0 4  s'tr 

tanggal 16 Mei 2004 

2 Fakta Huknm 

Dakwaan Jaksa Pennntnt Umnm 

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk. Pdm-115 / Ep. 1 / 

Padang /04/'2004 terdakwa pada dakwaan primair telah melanggar 170 ayat I 

Kitab Undang Undang Hukurn Pidana. dan dakwaan subsidair sebagai mana 

diatur dan diancarn pidana dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pldana 

(KUHP) 

Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi: 

"Rarangsiapa dengan terang-terangan &n dengun tenaga bersa~na 

m e n g g u m h  kekemsan terhadap orang afau barang diancam dengan pidana 

penjara paling lama Zima tahun enam bulan". 

Pasal406 ayat ( 1 )  KUHP berbunyi: 

"Barangsiapa dengan sengaja dun melawan huhrn menghancurkan, rnerusakhn, 

membikin tak @at liipabi atau mmghilangkon barang sesuatu yang seluruhnya 

atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama h a  

t a h n  delapn bulan atau p i d ?  den& paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah". 

Dalam surat tmtutan No. No Reg. Perk. Pdm-115 / Ep. I / Padang /04/2004, 

Penuntut Umurrt memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini memufuskan: 

I. Menyatakan tedakwa I Eka Satria dan terdakwa I1 Gusri Effendi dimuka 

umum basama-sama melakukan kekerasan terhadap barang 

sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 270 ayat 2 Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana seperti dakwaan Primair . 

2. Menjatuhkan pidana temadap terdakwa I Eka Satir dan terdakwa I1 

Gusri E e d i  dengan pidana penjara masing- masing selama 8 

(delapan) huh dihrangi selama baada &lam tahnau . 

3. Barang bukti berupa 

Pecaban kaca dan satu buah batu dirampas untuk dimusoahkan. 



4. ?der;etapkan rupaya ;ex' $0.2 . 2bsn; hiaya perka a m-zing-masing, 

Rp. 2000,- (seribu rupiah) 

Pembuktian 

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Urnurn, maka Majelis 

Halcim telah mendengar keterangan saksi-saki, keterangan terdakwa, serta 

memeriksa barang bukti. Untuk saksi-saksi lnemberikan keterangan dibawah 

sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Keterangan Saksi-Saksi 

1. Saksi Dr Nizwardi, M.Ed, keterangannya diambil dengan sumpah. 
= Bahwa pada hari kamis tanggal tidak ingat iagi bulan Maret 2004 , 

bertempat di Universitas Negeri Padang, terdakwa terdakwa telah 

melakukan pemecahan kaca Loby Rektorat UNP. 

= Bahwa benar pagi hari ada sekelompok Mahasiswa anatar lain Eka Sahia, 

Gusn liffendi, dan Zal Masri yang melakukan aksi mogok makan atas 

ketidak puasan terhadap putusan Rektor dalam pernilihan pembantu 

Rektor. 

Bahwa benar pada waktu kelompok Mahasiswa mogok makan ada datang 

sekelompok Mahasiswa yang netral dan pada waktti itu tidak ada terjadi 

apa-ap . 

Bahwa benar sekitar Jam 1 130 wib datang telphon dari satpam bahwa 

Eka Satria, Ciusri Effendi, Zal Masri melakukan pemecahan kaca Loby 

Rektorat. 

= Bahwa benar disamping laporan dari Satpam bahwa Zal Masri 

rnwr~beriturkan kepalanya kekaca, Gusri Effmdi melempar dengan batu 

kekaca, Eka Satria memukulkan ikat pinggangnya kekaca Loby Rektorat 

tersebut. 

= Bahwa benar disamping laporan satpam tersebut saksi melihat Gusri 

~ f l e n d i  melempar dengan batu kekaca, Eka Satria memukulkan ikat 

prnggangnya iceicdca. 

= Bahwa benar . h s r i  Effendi sebagai kordinator Mahasiswa yang demo 

aksi mohok makan 



Bahwa 'clenar <erela11 La. 3ecsIl : 'a I e':::s;t Gut* E;lentli deTar krca 

pecah tersebut. 

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa kaca Loby Rektorat 

pecah sebanyak 2 (dua) bidang yang ditaksir kenlgian * Rp 1 000.000,- 

(satiu juta rupiah). 

Barang bukti berupa pecahan kaca Loby Rektorat diperlihatkan kepada 

saksi . saksi niengatakan benar 

2. Saksi Mawardi keteranga~ya diambil dengan sumpah. 

Bahwa pada hari Karnis tanggal 4 Maret 2004, bertenlpat dl Loby Kantor 
-. Reicrorat GhP,  rerdaicwa-terciaicwa m a  Sania, Gusri Effendi, dan Lal 

Masri (belum tertangkaphelakukan petnecahan kaca Loby Kantor 

Rektorat UNP tersebut. 

Bahwa benar pada mulanya hari kamis tersebut sekira Jam 09,OO wib 

datang sekelulnpok mahasiswa mogok makan memasang poster-poster dan 

tidak lama kemudian datang pula sekelompok mahasiswa aksi darnai. 

Bahwa benar pada waktu itu kelompok ~nahasiswa aksi mogok rnakan 

diatas teras -Loby Kantor Rektorat , sedangkan rnahasiswa dari aksi darnai 

berada diluar teras Loby Kantor Rektorat UNP. 

Bahwa benar setelah itu ZaI Masri bangun dari tidur -tiduran langsung 

mernbanturkar~ kepalanya kekaca sehingga kepalanya berdarali clan setelah 

itu dibawa kerumah sakit. 

Bahwa benar setelah itu , datang Gusri Effendi dengan rnembawa tas 

warna biru dan memukulkannya kekaca Loby Kantor Rektorat UNP 

sehingga kaca tersebut pecah, dan setelah itu Eka Satria memukulkan ikat 

pinggangnya kekaca Loby Kantor Rektorat tersebut sehingga pecak 

= Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut saksi melihat benar karena 

jatak saksi dengan kaca * 1 meter. 

Barang bukti berupa pecahan kaca dan batu djperlihatkan kepada saksi , 

saksi mengatakan benar. 

3. Saksi Jasril, keterangannya diambil dengan sumpah. 



Bahv a bjnar plctct han k cili:, tt~:.es: d :/isre? 2901 'krt:n~pat di Loby 

Kantor Rektorat Uni vexst ias N egeri Padang terdakwa-ierdakwa telah 

melaktlkan memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut. 

Bahwa benar pada saat itu sedang berada di Posko Satpam , datang Wakil 

Komandan Satpam ~nengatkan ada demo . lalu saksi pergi ke Kantor 

Rektorat. 

Bahwa benar pada rnulanya datang sekelompok mahasiswa dari aksi 

damai, dan terjadi percekcokan arrtara Gusri Effendi dengan kelompok 

rnahasiswa aksi damai tersebut,dan saksi menegurnya, dan Eka Satria akan 

memukul saksi. 

= Bahwa benar Zal Masri (belum tertangkap) mernecah kaca dengan 

xuembtmturkan kepalanya, sedang Eka Satria berada sebelah kin Gusri 

Effendi. 

= Bahwa benar Eka Satia mernecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut 

dengan ikat pinggangnya, dan ikat pinggang tersebut dianbil saksi dan 

diserahkan kepada Polisi. 

Bahwa benar Gusri Effendi memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat 

tersebut dengan dengan tas yang berisi batu. 
= Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena jarak saksi 

dengan kaca pecah -+ 4 meter. 
= Bahwa kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut warm hitam, 

barang buk ti berupa pecahan kaca di perlihatkan pada saksi, saksi 

mengatakan benar. 

4. Saksi Joko Prayitno ketaangannya diambil dengan sumpah. 

= Bahwa benar pada hari karnis tangal 4 Maret 2004 berte~npat di depan 

Loby Kantor Relctorat Universitas Negeri Padang ada sekelompok 

rrlahasiswa mengadakan aksi mogok makan yaitu Eka Satria , dan kawan- 

kawannya. 

Bahwa mahasiswa yang melakukan mogok makan tersebut sew Jam 

W,W w b  dm ndak berapa lama kemudian datang seketompok mahasiswa 

yang netral , seh~ngga teqadi perdebatan mahasiswa yang rnogok makan 

dengan mahasiswa yang netral. 
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Univenitas Negeri hdang da-gan rkat pinggangnya,sewdangkan Gusri 

Mendi memecahkan kaca dergctn inelempamya dengan baty dan Zal 

Masri dengan mernbenturkan kepalanya kekaca Loby Kantor Rektorat 

tersebut. 

Bahwa benar saksi rnelihat Eka Satria, Gusri Effendi, Zal Masri (belurn 

tertangkap) mememcahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut dalam 

jarak * 3 meter. 

Bahwa benar kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah berwarna hitam. 
= Bahwa kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut tidak bisa dipakai 

iagi. 

Earang butki berupa pecahan kaca warna hitam dan satu buah batu 

diperlihatkan kepada saksi, saksi mengatakan benar. 

5. Saksi Harmen Toni, keterangannya diambil dengan sumpah. 
= Bahwa benar pada hari karnis tanggal 4 Maret 2004, bertempat di Loby 

Kantor Rektorat UNP telah terjadi perusakkan kaca yang dilakukan oieh 

Eka Satria, Gusri Effendi, Zal Masri (belum tertangkap). 

= Bahwa benar pada watu itu saki sedang berada dalam gedung Rektorat 

dilantai dasar sedang piket , dan melihat langsung Zal Masri (belum 

tertangkap) memebenturkan kepalanya kekaca sehingga pecah, sesudah itu 

Gusn c~fendi  melempar dengan batu kekaca, dan Eka Satria memukulkan 

ikat pinggangnya kekaca Loby Kantor Rektorat, sehingga kaca Loby 

tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi sebanyak tiga bidang. 

= Bahwa benar kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut bewarna 

hitam , dan barang bukti benipa pecahan kaca dan batu diperihatkan 

kepada saksi , saksi mengatakan benar. 

b. Keterangan Terdakwa-Terdakwa 

1 .Terdakwa Eka Satria 

Bahwa benar pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004, terdalcwa h a m a  

Gusn bffendi , Zal masri (belum tertangkap) dan kawan-kawan sebanyak 

10 orang mengadakan aksi mogok makan 
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Rektorat tlnieerslra. Pieg -ri F ICA.L& dan saat itu datang kelornpok 

mahasiswa dari Fonlln hlahasiswa Peduli Kanlpus (FMPK) sehingga 

te jadi bentrokan sesama mahasiswa . 

Bahwa benar pada saat itu terdakwa me~ninta petinggi UNP tunm 

kebawah, akan tetapi tidak ada y a w  memenuhi tutntutan terdakwa , 

sehingga terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi, lalu Zal masri 

(belum tertangkap) mernbenturkan kepalanya kekaca , sehingga pecah dan 

kepalanya berdarah. 

Bahwa benar melihat keadaan demikian terdakwa membuka ikat 

pinggangnya dan mengayunkan serta memutar-mnutarnya sehingga 

mengenai kaca dan pecah dan setelah itu Gusri Effendi melempar kaca 

tersebut sehingga pecah . 

Bahwa benar sebelum kejadian tersebut kaca tersebut tidak ada pecah, 

tetapi setelah kejadian ihi kaca Loby tersebut pecah. 

Barang bukti berupa pecahan kaca diperihatkan kepada twdakwa, 

terdakwa membenarkannya. 

2. Tetdakwa Gusri Effendi 
= Bahwa benar pada hari h i s  tanggal 4 Maret 2004, terdakwa bersama 

Eka Satria Zal masri (belum tertangkap) dan kawan-kawan sebanyak 10 

orang rnengadakan aksi rnogok makan. 

= Bahwa benar aksi mogok makan tersebut dilakukan karena tidak puas 

terhadap putusan Rektor yang rnengangkat Pembantu-Pemabantunya dari 

Dosen yang tidak terpilih dalam Pemilihan Pembantu Rektor . 

Bahwa b a r  aksi mogok makan tersebut dilakukan di Loby Kantor 

aektorat U W, dan datang sekelompok mahasiswa dari Forum Mahasiswa 

Pedul~ Karnpus dan te jadilah bentrok antar mahasiswa yang aksi mogok 

dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang 

Bahwa benar pada waktu itu Eka Satria dm terda.kwa minta pimpinan atau 

petinggi UNP turun kebawah, tetapi tidak ada yang turun, terdakwa 

melempar dengan batu kekaca Loby dan rnelemparkan apa yang ada 

sehingga kaca Loby Kantor Rektorat pecah. 
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kekaca Loby sehinga kwa rt-%but ~ecah dim kepala Zal Masr' berdara!~. 

Barang bukti ben~pa satu buall batu dan pecahan kaca diperihatkan kepada 

remaicwa, terdakwa membenarkannya. 

c. Barang Bukti 

Barang bukti yang di ajukan didepan persidangan berupa: 

Pecahan kaca dan satu buah batu . 

Barang bukti yang diajukan dalarn persidangan ini telah disita secara sah 

menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat 

pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukn tersebut 

kepada saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa- 

terdakwa telah membenarkannya. 

d. Petunjuk 

Berdasarkan keterangan saksi-saki yaitu saksi Dr Nizwardi Jalinus M.Ed,saksi 

Mawardi, saksi Jasril, saksi Joko Prayitno, saksi Harmen Toni, dan 

dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa serta adanya barang bukn, 

dimana yang satu dengan yang iainnya remapar persesuaian cian sai~ng 

menduirung yang menunjukkan benar telah terjadi tindak pidana d1rnurc.a umurn 

bersama-sama xnelakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap kaca Loby 

Kantor Rektorat Universitas Padang. 

3. Putusan Hakim 

a. Pertimbangan Hakim 

Beberapa ha1 yang menjadi pertirnbangan majelis hakim adalan: 

1. Terdakwa I dan terdakwa I1 sekarang tidak dilaicu~an penananSan 

Pengadilan Tinggi tersebut, 

2. Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang 

tanggal 26 April 2005 No. 82/PIDDWS/PT.Pdg tentang penunjulckaa 

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam 

tingicat b d n g  
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2004 No. 1 14/Pid.BD004/PN.PDG yang amarny:t berbunyi sebagai 

berikut : 

I) Menyatakan terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa 11. GUSRI 

LFENDI yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umurn 

Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang"; 

2) Menghukurn terdakwa 1.  EKA SATRIA dan terdakwa 11. GIJSRI 

br LNDI masing-masing dengall pidana penjara se lma 5 (liina) bulan; 

3 j Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terda~wa 

dkurangi sependlnya dari piciana yang teiah ciiajatun~an n ~ i m a n  iru 

4) Memenntahkan barang bukti berupa : 

Pecahan kaca dan satu buah batu dimusnahkan 

5) Menghukurn pula terdakwa-terdakwa un tuk biaya perkara ini masing- 

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 

4. Akta perrnintaan Banding No.5OiAkta Pidl2004/PN.PL)G tanggai i& 

Oktober 2004 yang dibuat ole11 SYAHRUL THAHER, SH. Panitera 

Pengadilan Negeri Padang menyatakan kuasa terdakwa menyatakan 

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 

2004 No. i 14t'Pid.Br2004/PN.PDG dab pada tanggal 25 Oktober yang 

dibuat oieh s Y AHRUL THAHER, SH Paniter Pengadilan Negeri Padang 

~ & s a  Penuntut Umwn menyatakan banding Putusan Pengadilan Negeri 

Padang tanggal 18 Oktober 2004 No. 1 14/Pid.B/2004/PN.PDG; 

3. ~ i c r a  Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 15 Oktober 2004 

No.SO/Akta YI~ILOV~.PN.PDG telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut 

Urnurn dan pada tanggal 30 Oktober 2004 kepada kuasa terdakwa ; 

o. Memori banding dari Jaksa Penutut Umurn pada tanggal 11 Januari 2005, 

diterima aiicepanitaaan Fengaciiian Negeri Padang pada tanggal 15 Januari 

LUUS dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa 

para terdakwa pada cdnggal2 Februari 2005; 

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 25 November 

2004, No. W3.DB.NH.OZ.04.3949 telah diberitahukan kepada Jaksa 
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dikepamteraan Pengadilan Negeri Padang; 

8. Menilbang, bahwa terdakwa dibdapkan kedepan persidangan 

berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntu t Umum kepada terdakwa tan ggal 15 

April 2004 No. Reg. Perk : PDM- /Ep.lPDANG/2004 yang berbuny 

sebagai berikut : 

Dakwaan Primair: 

Bahwa mereka terdakwa, 1. EKA SATFUA, terdakwa 11. GUSRI EFENDI 

pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira jam 11 .UU w ~ b  atau 

setidaknya pada hari di bulan Maret 2004 , bertempa di Loby Kantor 

Kektor Universitas Negeri Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

lain yang masin termasuk di daiam. herah h h  Pengadiian Negeri 

Padang dimuka urnum bersama-satna melakukan kekerasan terhadap 

barang yaitu t6erhadap Kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri 

Padang, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara 

sebagai berikut : 

Padang hari, tanggal dan tempat sepxti tersebut diatas terdakwa I. EKA 

SA 1 RIA, terdakwa II. GUSH EFENDI, ZAL MASRI (belum tertangkap) 

dan bebempa orang Mahasiswa Universitas Negeri Padang laimya 

berencana akan melakukan aksi mogok makan yang sbeelurnnya telah 

dilaporkan ke Satpam Universitas Negeri Padang dalarn rangka aksi 

damai, dan atas aksi yang dilakukan terdakwa I. EKA SATRIA dan 

terdakwa 11. GUSN EFENDI, ZAL MASRI panggil A1 ada sekolompok 

mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa peduli Kampus (FMPK) 

clan pada saat itu terjadi bentrok sesarna Mahasiswa, dimana terdakwa 

EKA SATRIA dan 11. GUSH EFENDI dan ZAL MASH meminta 

pdmggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) tunm ke bawah 

menemui terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa 11. GUSRI EFENDI dan 

ZAL MASRI tetapi atas pennintaan tersebuit tidak ada yaug menemui 

terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa 11. GUSRI EFENDI dan ZAL 

MASRI sehingga ZAL MASRI emosi dan membenturkan kepalanya 

kekaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang sehingga kaca 
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rnembuka ikat pinggangnya dan ,nernukulkannya kekaca Loby Gntor  

Rektorat Universitas Negeri Padarlg tersebut hingga pet*., lain terdakwa 

11. GUSRI EFENDI melempar kaca Loby Kantor Rektorat Univertsitas 

Negeri Padang dengan batu sehingga pecah yang mengakibatkan 

Universitas Newgerp Padang menderita kerubian sebanyak + Rp. 

1.500.000,- fsatu juta lima ratus ribu rupiah); 

Perbuatan terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa 11. GUSRI EFENDl 

sebagiinana diatur d m  diancam pidana pasal 170 ayat 1 kitab undang- 

undang Hukum Pidana; 

Dakwaan Subsidair 

Bahwa mereka terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa 11. GUSRI EFENLN, 

EAL MASNI (belurn tertangkap) pada hari, waktu dan tempat han tersebut 

pada dakwaan ?rimair, teiah rnelakukan, turut rnelakukan dnegan sengaja 

dan dnegan melawan hak mernbinasakan, merusakkan, membuat sehingga 

tidak dapat dipakai lagi ata menghilangkan sesuatu barang yang sama 

sekali atau sebagainnya kepunyaan orang lain yaitu terhadap kaca loby 

Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang, perbuatan mana dilakukan 

terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut; 

Pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. EKA 

SA I'RIA, terdakwa 11. GUSRI EFENDI, ZAL MASRI (belum tertangkap) 

dan beberapa orang Mahasiswa Universitas Negeri Padang lainnya 

berencana akan melakukan aksi mogok makan yang sbeelurnnya telah 

dilaporkan ke Satparn Universitas Negeri Padang dalam rangka aksi 

damai, dan atas aksi yang dilakukan terdakwa I. EKA SATRIA dan 

terdakwa 11. GUSRl EFENDI, ZAL MASRI panggil Al ada sekolompok 

mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa peduli Kampus (FMPK) 

dan pada saat itu terjadi benttok sesama Mahasiswa, dimana terdakwa 

EKA SATRIA dan 11. GUSFU EFENDI dan ZAL MASRJ merninta 

petinggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) turun ke bawah 

menemui terdakwa 1. EKA SATRIA, terdalcwa 11. GUSRI EFENDI dan 

ZAL MASRI tetapi atas permintaan tersebuit tidak ada ymg meaernui 
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MASRI sehingga ZXL MASR', emosi dan rnmbznturkan hepalanya 

kekaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang sehingga kaca 

tersebut pecah, melihat keadaan demikian terdakwa 1. EKA SATRIA 

membuka ikat pinggangnya dan mernuku\kannya kekaca Loby Kantor 

Rektorat Universitas Negeri Padang tersebut hingga pecah, lain terdakwa 

11. LiUSRI EFENDI melempar kaca Loby Kantor Rektorat Uni vertsitas 

Negeri Pa&ang dengan batu sehingga pecah yang mengakibatlcan 

Universitas Newgerp Padang menderita kentbian sebanyak * Rp. 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setidak-tidaknya lebih dari 

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); 

Perbuatan terdakwa 1. EKA SATRIA, terdakwa IT. GUSRI EFENDL 

sebagaimana diatur dan dianmn pidana dalarn pasal406 ayat I jo pasalS5 

ayat i KUHP (Dipidana sebagai pembuat delik: rnereka yang melakukan, 

menywuh melakukan, dan yang tumt serta rnelakukan perbuatan). 

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut 

urnwn kepada terdakwa tanggal 2 Agushis 2004 No. Reg.Perk: PDM- 

1 1 SEp. l /Pdang/M/2004 yang pada pokoknya meuuntut supaya Majelis 

Hakiirl Pengadilan Negeri Padang yang rnemeriksa dan rnengadili perkara 

ini memutuskan : 

1 .  Menyatakan terdakwa I. EKA SATRIA dm terdakwa 11. GUSRl EFENDl 

dimuka  mum bersarna-sama melakukan kekerasan terhadap barang 

sebagaimana diatm dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab 

~ndang-Undang hukum pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair; 

t. M'enjatuhkan pidam tethadap terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa 11. 

GUSRI EFENDI dengan penjara masing-masing selarna 8 (delapan) 

drkurangi selama berada di dalam tahanan; 

3. Barang bukti berupa : 

Pecahan kaca dan satu buah batu dimusnahkau 

4. Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk biaya perkara ini masing- 

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 
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tingkat bandint, dari krs.asa terilakwa dm jaksa Paluntut Umum telah 

diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cam yang ditentukan oleh 

undang-Undang serta syarat-syarat lainnya telah terpeuuhi, maka 

permohonan banding tersebut dapat diterimanya; 

10. Menimbang, bahwa setetah Hakim Majelis Pengadilan tinggi membaca 

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi Putusan 

Pengadilan Negeri Padang tanggal t 8  Oktokr, 2- 

No. 1 14/Pid.B/2004/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut, dan 

memperhatitikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat- 

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan 

Tinggi Negeri betkesimpulan bahwa Hakim Pertarm atas d a m  

sebagaimana yang diuraikan dalarn pertirnbangan hukumnya telah dapat 

dan beoar " Bimuka urnurn bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 

barang" alasan serta pertirnbangan mana dapat disetujui dan dapat diambil 

alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan pula dalam 

putusan tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri 

Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.4Pld D004 PN PDG tersebut 

haruslah dikuatkan; 

1 1. Menimbang, karena karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus 

dihukurn pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; 

LL. Mernperhatikan pasal-pad dari undang-undang dan pemturan- peraturan 

yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 406 ayat 12 yo 

pasal55 ayat 1 Sub Ie KHUP Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 

b. Putusan Hakim 

Menerima permohonan banding dari kuasa terdakwa dan Jaksa 

Panuntut Umum tersebut; 

, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 

Oktober 2004 No. 1 141 P1d.B / 20041 PN. PDG. yang dimohonkan 

untuk pemeriksaan datm petadilan hgkat baading; 
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dalam dua tingkat perddilzn yang ddam tin&t banding ini saja 

Rp. 1000,- (seribu ruplah); 

Demikiaan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at tanggal 29 

MKTI 2005 oleh kami H. BORKAT RITONGA SH selaku Hakrm 

Ketua I. GUST1 MADE ANTARA .SH dan SYARNUBI. RH, SH 

masing- masing sebagai Hakirn Anggota, pa& hari dan tanggal itu 

juga putusan itu ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakirn-Hakrm Anggota 

dan MARZUKT sebagai panltera Pengganti, akan tetapl tanpa 

dihadiri Jakas Penuntut Umum dan para terdakwa. 

C. Analisis 

1. re1 nr~ubaugm fionsGuQi31 :lu)rum Kekebasan Berekspresi dan Tindakan 

Kekerasan Dalam Unjulr 'be atau &emurmimasi. 

Perkembangan dernokrasi di Indonesia mengaiami kemajuan iuar biasa 

pasca Rezim Orde Baru (Era Reformasi) antara lain disambut dengan pemberian 

hak warga negara untuk mengeharkan pendapat di muka tunurn dalam bent&: 

penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: (a) anjuk rasa 

atau demonstrasi, (b) rapat pawai, (c) rapat umum. dan atau (d) rnimbar bebas 

(Pasat 9 ayat1 UU No.9 Tahun 1998). Dalam pasd 7 dikatakan bahwa dalam 

pelaksanaan penyampaian pendapat aparat pemerintah berkewajiban 

memperhatikan: (a) melindungi HAM, (b) menghargaai asas legalitas, (c) 

rnenghargai prinsip praduga tak bersalah, dan (d) menyelenggarakan pengarnanan. 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak 

warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka m u m  yang telah memenuhi 

ketentuan Undang-Undang ini dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, 
1 

tindak pidana sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan (amanat 

Pasai t 8 ayat 1 dan 2 UU No.911998). 
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demonstrasi yang mengandung unsuh pe.uskan barang, kemudian dikejar c'engan 

tindak pidana pasal 170 ayat (1) dan 406 KUHP jo pasal 55 ayat (I)  menlpakan 

rnasalah besar dalarn menuju negara demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi 

rne~@arapkan terbangunnya 6 pilar yaitu: (a) menciptakan adanya kompetitif, (b) 

adanya transhransi, jcj adanya akuntability, (d) adanya equai~ty, dan (e) 

n~mpmhtikan law inforcement. Dalam kasus perkara No. 82/PID/2005/PT.PbG, 

seharusnya tidak terjadi jika mahasiswa menghonnati r-bu-rambu unjuk rasa 

(hukum yang berlaku) Artinya jika pihak Rektor tidak mengindahkan tunNan 

mahasiswa &lam unjuk rasa terhadap putusan pengangkatan pembantunya yang 

tidak demokratis itu, sebaiknya ditempuh melalui q a y a  hulnm dengan mengugat 

Putusan Kektor ke Pengadilan Tata Usaha Negam. Dalam b u s  tindak pidana im 

majeils hakim wajib mempelajari secara komprehensif integral, seh~ngga putusan 

hakim memenuhi rasa keadiian, manhat, dan kepastian hukum. Dalam pasal 17 

UW ho.3~1 lvuY dikatakan bahwa "setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk 

memperoleh keadiian dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, 

baik dalam pakara pidana, perdata, maupun administrasi negara diadili melalui 

proses peradiIan yang bebas dan tidak memhk,  sesuai dengan hukum acara yang 

menjamin pmeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

mernperoleh putusan yang adil dan beoar". Mahasiswa yang benmjuk rasa 

menrpakan hak asasinya sebagaimana dijelasakan dalarn pasal 14 ayat (2) bU 

HAM yang berbunyi "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memililu, 

menyimpan, mengolah dan merryampaikan informasi dengan mengunakan segala 

jenis sarana yang tersedia", selanjutnya &lam pasal 15 dijelaskan bahwa "setiap 

orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi 

maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara". Secara 

khuslls diatu~ didalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat dimuka umum, serta beberapa bukum HAM intemasional (Inlemational 

Human Rights Lao). Dalam kasus perkara No. 82/PIDl2005/PT.PDG terdapat 

beberapa r e g h i  terkait autara lain: 

1 .  Konvensi Hak Sipil Politik 

2. UU No.39 Tahun 1999 
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4. IilrFLP (Pesril I ;O aydt ( I ) ,  pasal406 ayat ( l )  jo p a d  55 ayar ( 1  ) 

5. KUHAP 

Upaya pembuatan regulasi oleh pemerintah RI diatas dalarn rangka 

membangun demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia, sehingga amanat 

konstitusi (Ub3 1945) menjadikan Indonesia negara hukurn, dan mewujudkan 4 

(empat) tujuan negara KI . 

2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Kza;t~an, crau kcrrtarriaarnrl 

a. 'u'nsur Kepastian huiium 

Eaiam mengkaji putusan hakim No. 82/'PID/2005PT.PDG pacia 

Pengadilan Tinggi Provinsi Swnatera Barat yang menjadi perhatian kalangan 

adademisi dan mahasiswa di Sumatera Barat adalah putusan halcim kurang 

me~npertimbangan, memperhatikan UU.No.9 Tahun 1998 tentang Kernerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sesuai yang diatur pasal 9 ddl4, dan 

syarat tasebut dipeni~hi oleh mahasiswa, ha1 ini terbukti tidak ada pembubaran 

oleh Polri (amanat Pasal 25 UU N0.9/1998). Dalam kegiatan unjuk rasa itu 

mahasiswa melanggar pasaI 16 yang menjelaskan: "Pelaku atau pelaksana 

penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar 

hukum, dapat dikenakan sanksi h i k m  sesuai dengan ketentuan peratumn 

perundang-undangan yang berlaku". Dalam pasal IS dikatakan: "bahwa 

penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka urnklm yang 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU ini dipidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan pidana yang berlaku 

dirambah dengan 113 (satu per tiga) dari pidana pokok. Getakan mahasiswa itu 

dipimpin oleh keiompok Senat Universitas dan pimpinan fakultas. sehingga 

mahasiswa sangat berani melawan rektornya karena mendapat dukungan kuat dari 

senat dan pirnpinan fakultas, sehan~snya Majelis Hgkim dapat mengejar 

penanggungjawab unjuk rasa dengan ketentuan pasal 17 tersebut, majelis hakim 

tidak menyinggung pasal ini dalam pertimbangan putusannya, tetapi majelis 

hakim hanya menyebut pasal55 ayat (1) bagi rnereka yang menyuruh melakukan 

delik dapat dijerat. Kenyataannya majelis hakim lebih mernfokuskan kepada pasal 
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bersama-sama melakukan kekerasan terhadap hrang", yang ditujukan kepada 

mahasiswa dengan hukuman penjara 8 bulan penjara. potong masa tahanan 

Majelis hakm ternyata tidak memeriksa kasus secara komprehensif, sehingga 

penariggungjawab demonstrasi tidak tersentuh oleh hukum. Akibatnya kepastian 

Iirrb~m dipertanydkitn rnasyarakat kampus di Sumatera Barat. Pam masyarakar 

luas, dan akademisi lain di Sumatera Barat menyatakan bahwa demokrasi mati 

dalam kampus, yang terjadi perebutan jabatankekuasaan, tidak mernbangun 

demokrasi, pada ha1 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa perguruan tinggi punya kewaj iban besix mengtuduy WI 

demo'basi daiarn duma penaidlkan. 

Disamping im putusan haicim ini * m n g  c m a t  melihat ketentuan 

kovenan Hak Sip01 Politik yang sudah diratifikasi menjadi UU No.12 Tahun 

2005, terutama pasal 19 a p t  (I), ayat (2), dan ayat (3), dalam pasal ini 

yer~lbatasan dalarn menyatakan pendapat dapat dilakukan sepanjang keperluan 

lmtuic: 

'r j Menghomlari 'nak-ha% dan nama baik orang lain 

2) Menjaga kearnanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan 

atau kesusilaan umum 

Kekerasan dalam pemilihan dan penangkatan Pembantu Rektor UNP 

periode 2004-2007 menjadi perhatian publik mulai dari tingkac nasionai cian [okai, 

yang diekpos meialui berbagai media elektronik dan cet& baik nasional dan 

lokal. Masyarakat mempertanyakan penerapan keberadaan UU Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umurn oleh aparat penegak hukum, ha1 ini 

renmgckap &lam dialog senat dan mahasiswa bersarna Di jen Dikti tahun 2003 dl 

Universitas Negeri padangl 

Majelis Hakim dalam membuat putusan Nomor: 82/PID/2005/P'T'.PDG 

pada Pengadilan Tinggi h-ovinsi Sumatera Barat sebagai upaya banding dari 

terdakwa juga tidak memperhatikan aspek kepastian hukum, ada aspek 

kontradiktif terutama: 

' Pertemuan Dijen Dikti Dquhknas RI dengao para Akedemisi UNP dalam penyelesaian kasus 
kordik pengangkatan Pmbantu ReLTor UNP awd 2005. 
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dalam putusan sesuai dengall ketenk ,n pasal 17 UU No.9/1(r)8, 

2). Manya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 

Oktober 2004 No. ll4/Pid.B/2004/PN.Pl)ii, 

3). Putusan Majelis Hakim bahwa terdakwa dipenjara sudah sesual dengan 

kepastian hukum 

Jika dikaji lebih lanjut putusan hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus 

~ebebesan beremptesi (ke~~ierdekaan menyarnpailcan pendapat dimuka umum) ini 

rnenyangkur aengan keyakinan hakim yang masih ram-ragu d a h  menerapkan 

hukum khusus (UU N0.9 Tahun 1 9 9 8 ~  yaitu kepercayaan yang sungguh- 

sungguh; kepastian; ketentuan, atau conviction (pendirian) misalnya, "He 's a man 

of strong convict~on " (Ia adalah seseorang yang kuat pendiriannya). Kedua 

diartikan sebagai "keyakinan " dan "kapastian", misalnya " His word carry 

convrctron " (Kata-katanya membawa/mengandung keyakinan). Ketiga diartikan 

sebagai ~'p&ghukumann,misahya, "HLY conviction is certa~n" (Penghukman 

sudah pasti)2. Karena hakim tidak menggali aspek hukum yang busus  berlaku 

bagi terdakwa, sehingga tidak ada penghukuman yang pasti bagi pelaku utarna 

(Penangungjawab Demonstarsi). Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa 

iceyakinan adaiah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pa& penyelidwin atau 

dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias ienyap, kecuai~ dengan 

datangnya keyakinan yang lain3. Hakim hanya sebagai corong undang-undang 

yang sudah disungguhkan oleh JPU, tidak membahas berdasarkan dalil la& -mt& 

rnenuju icepastian hukum. Kepastian h u b  merupakan ciri yang tidak dapat 

u~yisahkan dari hiikum, terutama untuk norma hukim tertulis. Hukum tanpa nilai 

~epasrian aican iceh~fangan maha karena tidak  lag^ dapat dijadikan pedoman 

perilaku b g i  semua orang. Ubi jus  incertzcm, ibi jus nullum, dimana tiada 

kepastian hukum, disitu tidak ada hukum4. Kepastian hukum rnempunyai dua 

segi. Pertarna, bemrti soal dapat ditentukannya (bepaibaarherd) hukum d a I m  

hai-ha1 yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang rnencari keadilan ingin 

Dudu Duswara Machmudin (2006). Peranan Keyakina H&im dalam Memutus Suatu PeAara di 
Pengadilan. Dalam Varia Peradilan No.251, Obober 2006. 
3. Hasbie As-shiddieqie (1970). FiIsafat Hukurn Islam. Bulan Bintang: Jakarta 

Dardji Darmodiarjo Shidarta(l996). Penjabman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 
Indonesia R Grapindo Persacla: Jakarta 



mengetahui apiikah apakah :/an, Ijar'i . t :r.rr 13 n ddam ha1 yang kj~!rsas 

sebelurn ia memulai suatu perkara. ';dua, kepast-ian h u ~ ~  berarti kearnvlan 

hukurn. Artinya perlindungan bagi para phak terhadap kesewenangan hak1m5. 

Dari analisa dokumen temadap hukum materil terLihat MajeLis Hakim dalam 

putusannya: 

- Tidak mempertimbangkan UU khusus (UU No.9 Tahun 1998) tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dirnuka Umum 

- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifucs~ pemennm KL; 

- Penerapan hukurn mated belum utuh, sehingga penanggungawab aemonstrasr 

dapat lolos dari kejaran hukuman tindak pidana Mzusus 

Dari segi hukum fonnil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengaditan Negeri tidak 

tenmgkap dalam dokumen sebagai dam pertirnbanguz bfa~elcs Haktm wpert~: 

a. Kelengkapan berita acara (Pasal75 KUHAP); 

b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103,108,129,130,133 KUHAP); 

c. Kesernpurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 

K W )  
d. Kecocokan benda sitaadbarang bukti d m  d a f k  yang tercantum dalam 

berkas perkara 

e. Syarat f o e s  ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi 

oleh pengacaranya sesuai dengan KUHAP. Artinya sejak awal JPU tidak 

memenuhi qamt hrmalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana 

Majelis Hakim j u g  tidak memeriksa perkara secara profesional. 

b. Unsur Keadilan 

hrtusan hakim No. 82/PDDOOS/PT.PDG pada Pengaditan Tinggi 
- 
~rovinsi Surnarera Barat mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan 

daiam UU No. 9 Tahun 1998 temtang Kemerdekaan Menyampaikan Pendqxdt 

Dimuka Umum, dimana hakim tidak mengali perkara secara kornprehensif, 

penanggmgjawab demonstnisi dapat 1010s dari jeretan gasal 17 UU No.9/19%. 

Majelis Hakim memilih pasal 170 ayat (I) dan Pasal 406 ayat (I j KG'& yang 

hanya mengejar pelaku yang menggunakan kekerasan terhadap barang dalam 

k. J. van A p e l d m  1 986). Pengantar Rmu Hukum jterjemefaan Oetarid Sedino). Pradnya 
Paramita: Jakarta. 



demonstrdsi, dellgall huk:tmt6nrrya m.-ntrr. t !i,;ra ah?n 1s rr3ahaslsn . aiam FEk1, 

MPM, HMI, LBH, dan LSM lokal ter'alu x r d .  

Jika nilai kepastian hikum bersifat umum, rnaka d a i  keadilan lebih bersifat 

personal atau individual dan kasuistik, seperti mencuri karena lapar berbeda 

dengan mencuri karena ketarnakan, sehinga tidak adil jika dihuktm sama7. 

Keadilan bukzm penyarnarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang 

memproleh bagian yang sama8. Aristoteies mengemukan dua macam keadilan, 

yaitu keadilan korektif atau komutatif (reftifikator) dan distibutif yang 

rr~err~uuruhkan distribusi atas penghargaan. Hukurn hdak melnpunyal art1 apa-apa 

tanpa ueaaiian \p&tiican teori etis). Hal senada di'wtakan Baniei wensrer oanwa 

:'?justice 7s the great interest of man on earth" (keadilan merupakan kepennngan 

yang besar bagi kehidupan manusia di dunia)'. Selanjutnya 0 . C  Kaligis 

rnengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalarn masyarakat dan 

rasa keadilan hams memitiki kepentkgan yang berimbang dalarr) prows perddi'lan 

pidana, termasuk rasa keadilan bagi kerban, masyarakat, dan bagi tersangka atau 

tetdakwa. Penepkan hukum dengan mengesampmgkan rasa keadilau jwhu h 

rnenr~n~ujkan chaos hukurn, sebaliknya keadilan tanpa didasan penegakan hukurn 

akan menghiiangh nrrrani keadilan kemanusiaan dan Huie i f  I m  itu sendiri. 

Senada dengan itti Sunan Ahmad Tarmizi mengungkapkan bahwa pelaksanaan 

kewenangan 'nakirn hanya dapat dilakukan dalarn kerangka menegakan hukum, 

undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan terdakwa. 

Diluar kerangka itu dilarang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan 

zhalirn" 

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalarn Yusti Probowati Rahayu 

bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substabsial dan keadilan 

Dialog P u s h  UNP, Komnas HAM Pewakdw Sumatera Barat dengan Aldivis Mahaniswa dan 
NCO dalam Judul Partisipasi PoIitik Mahasiswa Ddam Karnpus. Tanggal 4 JuIi 2005 di Rekforat 
UNP 
Dardji Darmodiiarjo Shidarta, Op. Cit. 

R L.J. van Apeldoom. Op. Cit. 
Edited by Gerhart " The Lawyer Treaswy " ddam 0 . C  Kaligis. Kmnpulan Kasus Menntilr" 

Jakarta 2007 
'' Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub. (1?96). Etika Hakim. Penerbit TKrM 
Malaysia: Kuala Lumpur. 



pose~m" U m k  mengkaji ayab;ih perhala io. E2.F ;I ;20G5/3T.PDG pa'!? 

Pengadil an Tinggi Provinsi Sumat-era Earat sudahkah memenuhi keadilan 

substansial yaitu sudahkah hakim dalam m a r  putusannya rnenerapkan at~uan 

sesuai dengan peraturan penmdang-undangan terkait. Ternyata putusan hakirn 

belum mernenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim tidak mengunakan UU 

lhusus (UU No.9 tahun 1998) tentang Kernerdekaan Menyampaikart Pentiapitt 

Dimuka Umum dan UU No.12 Tahun 2005 tenrang Hak SipiE dan Poiink. 

Sehingga penanggungjawab pelaksana demonstmsi dapat lolos dari tuntutan 

hikum, xdangkan mahasiswa (terdakwa) dihikiun terlalu berat. Hakim kurang 

cermat dalatn menerapkan pasal pidana khusus yang diatur dalam ij U No.3/199&. 

Unsur prosedural, dalam ha1 ini terdakwa sudah mendapar perildungan 

tlukum sesuai prosedur yang diatur dalarn KUHAP. 

Agar sikap tindakan hakim sesuai dengan harapan banyak orang, yaitu memutus 

berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan 

masyarakat, serta keadilan terdakwa, maka seorang hakim terikat pada aturan 

undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud diantamnya 

Undang-Undang R1 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakirnan dan 

kode etik yang dilambangkan dalam Panca Dharma, yaitu Kartika, cakra, 

Candra, Sari dan Tirta. Kartika, yaitu memiliki si fat percaya dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 

menunlt dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya 

bennakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa 

saja apa yang menjadi haknya, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadiian 

adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu seseorang yang 

meiaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berprilaku adil dengan 

riaaic membeda-bedakm orang. Kenyataannya majeiis hakim tidak ingin 

menyentub penanggungjawab UIIJUK ~asa {hiiggemk Demonstrasi Mahasiswa). 

Salah sab contoh implemmtasi dari konteks ini adalah, bahwa seorang hakim 

tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang b e ~ ~ e r k a r a ' ~ .  

" Yustini P r o b o d  Rahayu dalam buku "Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi H d u m  
Dalam Perkara Pidana. dalam Pusharn Univmitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian 
Transaksi Hukurn dm Transaksi Ekonomi Dalarn Putusan hakim". 
'' Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit 



Selallj~ls:~ia diim::k,np,an ba':!wa ( ak I, 1a:rt. ;<at nlarpu mernujne:~ka~i segai~  

kebatilai*, kedzaliman, dan ketidak-a~llan. S-d\ah satu implementasi dari sifat ini 

mempinyai makna, bahwa seorang hakim hams punya keberanian dan integritas 

tinggi. Integritas tinggi bennakna mempunyai kepribadian untuk tidak 

tergoyahkan yang terwuju pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau 

nonna-norma hukum yang berlaku dalam rnelaksanakan tugas. Niiai yang hendak 

dirai h ~ e & a  seseorang mempun yal lnregnras nnggl akan menaorong 

tcxbentuknya pribadi yang h i  menepis dan menolak sep ia  bentuk intervensi 

dengin rrlengedepankan tuntutan hati nurani pina menegakkan kebenaran dan 

keadilan badasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. lmplernerltasi ?am 

dmi sipit nn adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermaha kesediaan 

untuk rnelaksanakan sebaik rnungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang 

seseorang serta memiliki keberanian untirk menanggung segala ahbat atas 

pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung j a m b  akan mendorong 

terbentbya pribadi yang senantiasa marnpu secard bersungguh-simgguh 

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadiip profes- yang 

diamanatkan. 

Candm, yaitu rnemitiki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakmi 

mampu krsikap tidak sesuai dengan norma-norrna yang hidirp dalam masyarakat 

dengan memperhatiiiu siruasi dan kondisi pada saat iru, serta mampu 

rnanprediksi manfaat dan mudharatnya. Sifat ini akan memotivasi terbentihya 

pribadi yang berwawasan luas, rnempmyai tenggang rasa ymg tin&, bersikap 

hati-hati, sabar dan santim. Berwibawa, berarti mmpunyai pernbawaan untiik 

dapat menguasai dan rnempenganrhi, dihorrnati orang lain melalui sikap dan 

tingkah laku yang rnengandung kepernirnpinan dan penuh daya tarik, sehingga 

disegani dw dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim harus menjaga 

kavibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secaa layak. 

Sari, yaihr M u d i  luhur dan ber2celakuan baik. Salah satu contoh dari s ih t  

mr h~utarany'a basikap tindak rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran &an 

icerehatasan kemampuan dan jauh dari keangkuhan. Silk ini a h  memotivasi 

terbentuknya sikap realitis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai 

penciapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa rerhadap 
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t i  D n J m n u s  er ' ,ara I;. ;! &a rna'.a 1: :r!cS - ny-a ;,crkara  it^. 

diputuskan di antam mereka secara adil . Sesungguhnya Allah :aenyukz-7 ora.ng- 

orang yang adil"I6 Berkmaan denzan putusan yang adil , maka kita ban1 dapat 

melihat sarana apa p n g  dapat dipakai hakim dalarn memutus suatu perkara 

tenrtama dalam perkma pidana, diantaranya yaitu masalah pembuktian. Nanun 

sebelum sampai pada uraian tentang pernbuhan secara teori tis, dalam konteks 

pemeriksaan dalam di sidang pengadilan terlebih dahulu akan mengemukakan 

tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai beriklrr 
- - 

. r i  

Pertama : Teraakwa, sikapnya adaiah een subjejekrievt! beuordeling van een 

,nibjek/ieeve pusirie. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas imtuk 

ruengambil sikap dalam sidang . la hanya n~engambil sikap untuk rnembela 

kepentingannya sendiri. la boleh bei-dusta, rnenyangkal setiap tuduhan, dengan 

kata lain ia rnernpunyai hak ingkar. 

Kedua: Penasihat hukiun ( dahulu: pernbela, sekarang: advokat ) 

sikapnya adalah een ohjektieeve heoordel~ng van een .suhjektieeve positie. Artinya, 

sikap penasihat dalam setiap persidangan hams selalaii bersandar pa& 

kepentingan terdakwa, namun ia tetap bersikap objektif . la harus menggunakan 

iikuran objektif dalam upaya meringankan atau membebaskan terdakwa, dan 

dalam mencari kebenaran yaitu ia tidak boleh berdusta. 

Ketiga: Penuntut Umurn, sikapnya adalah: een oblektieeve heoordeling 

van een subjekrieeve positie. Artinya, penunuhtt umum sebagai wakil negara harus 

menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan negara . Namun 

demikian, penimtut umum harus juga pada uhran objektif.. Balam arti kata, 

ketika dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti terltang kesalahan 

terdakwa, penunutut umum harus merninta terdakwa ilarus dibebaskan, waiaupun 

perrama kali ia 'nan~s bersandar pada kepenringan masyarakat dm negara. 

Keempat: Hakim, Sikapnya een ohjektieeve heoom'eling van een 

subjektieeve poslae.Ini berarti Hakim hams mernperhatikan keperitingan berbagai 

pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, rnaupun kepentingan penuntut umum, 

16. Adiany dalam Dudu Dwwara Machmudin. Op. Cit 
17 Trapman dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit 



dalanr b&ma h:rl\u:rr adh adrgiurn in-riyi aka 1 ' m u  aiter~rrt par <err: ' h&q:i~ 

h s  mendengar kedua ( berbagai ) beiah pihak D ~ l a m  me:nberikan putusan 

(vonis ) hakim harus berdasarkan pada hukum, undang - undang, keberiaran clan 

keadilan., baik itu keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa sendiri. Sesuai 

kode etik, setiap hakirn Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang di 

pedomaninya, yaitu bahwa didalam persidangan seomng hakim: 

I. Harus bersikap dan bertindak men~mlt garis- garis yang dibenarkan dalam 

hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas- asas peradilanyang 

baik dan jirjur : 

a.) Menjrmjmg tin@ hak seseorang untuk mendapatlcan putusan ( right to 

decision) datam arti setiap orang berhak mltirk rnengajukan perkara dan 

dilarang mtuk rnenolak mengadilinya, kecuali ditentulcan lain oleh undang - 

undang, serta putusan waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.; 

b.) Semua pihak yang berperkara berkak atas kesempatan dan perlalcuan yang 

sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri mengajikan 

bukti-buacti, serta memperoleh mfonnasi dalam proses pemeriksaan (a fair 

hering) : 

c.) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan 

pribadi atau pihak lain ( no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip ( nemo 

j u k x  in yes@ 

d.) Putusan harus rnernuat alasan alasan hukum yang jelas dapat dimeperti 

serta bemi fat konsisten dengan penalamn hukunl yang si stimatis ( reasones 

and argmentation of decision) Argumerrtasi tersebut hanrs diawasi 

(cotroleerbaarherd) dan diikuti sa ta  dapat dipertanggung jawabkan 

(acountabrlify) guna rnenjanlin sifat keterbukaan (tranncprencyl dan kepastian 

hukum ( legal certuinr y) dalam proses peradilan; 

e.) Menjuujung tinggi hak asasi m u s i a  (HAM) 

2. Tidak dibenarkan menunjuk sikap mem-ihak atau bersimpati atau anti pati 

kepada pihak pihak yang berpekara, baik dalam ucapan maupun tingkah taw 

3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sxdang, balk 

dalam ucapan maupun &lam perbuatan; 



J. Hmi: Ifien-jagP kewrbavan d;lr: kclii.: tan pc:~ic\ar g b  alltar; lair seri~ls 

dalaln rnemeriksa, tidak melecehkan pi; ik, baik dengin kata -kata :Imupim 

perbuatan 

5 .  Bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan 

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, 

sebab rneialu~ pembuktian msib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak 

bersaiah (quas'rry or nor quairryj 

Pembuktian acia'rah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman 

tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang untuk membuktikan 

kasalahan yang didakwakan pada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara 

pidana, pembd-tian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi 

sidang pengadilan dalam upaya rnencari dan mempertahankm kebenaran. Halum, 

penunutut urnum, terdakwa atau penasrhat hillcum, tenkat pada keteiltuan tata 

cara dan pantlaran alat bukti yang dl tentukan undang-undang. Semua pihak tidak 

boleh secara leluasa bertindak dengan cara nya sendm daiam rnenilai suatu 

pembuktian.'s. Dalam konteks ini, majelis hakirn hams benar-benar sadar dan 

cermat dalam nlenilai dan mempertimbangka~ kekuatan pembuktian yang 

ditemukan dalam proses persidangan Majelis hakirn dalam mencari dart 

meletakkan kebenaran yang akan dijahhkan dalam putusan, maka ia han~s  

berdasarkan alat atat bukti yang telah di tentukan undang-undang secara limi tatif 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasaf 184. Beg~tu pula dalam cara 

mempergunakan dan rnenilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat 

bukt~, hams dilakukan dalam batas yang dibenarkan undang undang agar dalam 

rnewujudkan k e b e m n  itu majeis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran 

yang harus dibenarkan. Meniuut Yahya Harahap. jangan sarnpai kebenaran yarig 

diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis ymg 

dibenarkan sistem pembuktian. Dengan dernikian hakirn hanrs mencari 

kebenaran, bukan "pembenaran". Sudah tentu didalam pekara pidana, yang 

diutamakan adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formal semata, seperti 

yang biasa diterapkan dalam perkara perdata. 

l8 Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin Op. Cit 



Secara ~ec;ritis, a33 beber:ya teol-i :isteil pzinbuk!icn !:In8 di gw:lakan 

untuk rnembd-tikan perbuatm yang .iidakwabn yaitu: 

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undmg secara positif 

(positief wettelijk bewijsfheoie)n 

2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction 

in [;me) 

3. Teori sistem pembuktian berdasaikan keyakinan hakirn atas alasan yang 

logis (lacomiclion raisonnce) 

4. Teori sistem pernbuktian berdasarkan undang-undang secar negatif f 

negut!fe werlJjk s t e ~ s e l ) ~ ~ .  

Kesalahan manusia datam pengabilan keputusan akan memberi dampak yang 

huang baik. Oleh sebab itu dalam upaya merighindari tirnbulnya kesalahan 

pengambilan keputusan, banyak kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

pengambilan keputusan yang salah satunya melalui pendekatm psikologi.20 

artinya kqada para hakirn yang rnerasa telah berpengalaman puluhan tahun 

berkiprah di bidang yudisial diberikan juga ~nateri ajar Pslkologi hukum, sebab 

hakim sebagai pengam bit keputusan pada peradilan juga ( terutarna peradilan 

pidana) diharapkan pada risiko yang sama. Kesalahan dalarn pengambilan 

keputusan dalam bentuk putusan akan memberikan dampak yang besar pada 

manusia. Hakin juga sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa 

yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang 

sebenmya bersalah tetapi dibebaskan. Dalam konteks ini Sabini pernah 

mengajukna kesulitan da\am mengkaji keputusan hakim tentang tidak 

diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah. sehingga menurut beliau 

hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah suatu keputusan d a b  perkara pidana 

adalah benar atau salah2'. 

Menurut pendapat yang hidup dalarn masyarakat bahwa pencari keadilan 

baik hakim, jaksa, maupun penasehat . hukum mempunyai fimgsi yang sama 

walaupun berlainan pmfesi sebagaimana diungka~kan ProEMr.M.Trapman : Het 

Standpunt van de verdachte karakten'seerde hg t17e subjectieve beoordeling van 

l9 M Yahya Harahap dalarn Dudu Duswara Machmudin Op. Cit 
20 Sabin; (19%). Social Psycology. Dalm Dudu D m a m  Mac-. Op. Cit 

Sabini (1992). Social Pqcology. Dalm Dudu Duswara Mach&. Op. Cit 
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c ang d~brtat "utusan q arlg 31ilahrrkair ..ilipa mc~t~i~~::il';an ke ~igian dtau ci.~mpsk 

negalif bagi pernajuail dan penegakan d1:nlokrasi dalarn kalangan akademrisi 

seperti mahas~swa, serta penegakan h:tk asasl manusia, terutama menegakan hak 

kemerdekaan menyampaihl pendapat dimuka di masa yang akan datang. Antam 

lam. 

I). 'Pidak tersentuhnya penggungawab unjuk ma atau demonstrasi dalam 

putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU No.9/1998, 

merupakan pelanggaan HAM dalam bentuk pernbiaran (UU 

No.3911999) oleh Majelis Hakim. 

2). Putusan Majetis Hakim Pengadiian Tinggi Sumatera Barat, 

berdasarkan upaya banding yang dilakukan terdakwa, hanya sekedar 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Oktober 

2004 No.Il4Rid BR004/PN.PDG, tidak ada upaya mengali rasa 

keadilaa dalam rangka penegakan demokrasi dalam kampus 

3). Putusan Majelis Hakim bahwa terdakwa dipenjam sudah ada 

inan faatnya bagi penegakan huk~rrn demonstrasi, tetapi i nshumen 

HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI (Kovenan Hak Sipol) 

rnelalui UU No.12 Tahun 2005 belum dipahami dan dijadikan 

pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga 

rner~ghambat penghonnatam, pemajuan, pedindungan, dan pemenuhan 

hak asasi sebagai tanggunggawab negam yang diernban pemerintah. 

Menurut aliran utilitarianisme atau uhlitisme bahwa tujuan h h m  satu- 

sahmya adalah untuk mencapai kernanfaatan. Hukum yang baik adalah hukurn 

yang mernbawa kernanfaatan bagi manusia. Kernanfatan dapat diartikaa 

kebahagian (happmes). Baik buriknya suatu hukum apakah hukum itu 

memberikan kebahagian atau tidak bagi manusia Jeremy Benthan menjelaskan 

bahwa hukum sudah dapat dikatagorikan baik apabila rnampu memberikan 

kebagian kepada bagian terbesar dari masyarakat (the greatest happines for the 

weatest number ofoeovle) 23 



Darh puturn Maje; i s  i-lnkinr k~ ran? r a t .  n per:!atr.<an v,p:k ken?? nfaa tan ;ari 

put~san, sehingsa meoimhulkan keru:&n aku dampak negatif dinlasa 

mendatanp,. yaitu: 

- Pemerintah sedmp rnen.p;embangkan demokratisasi melalui UU No.9 

Tahun 1998, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan rambu-tambu 

kegiatan unjuk rasa; 

- Hakim tidak mengcindahkan ketentuan secara normatif bKJ khusus (UU 

No.9 tahun 1998). sehingga penangungjawab un.iuk rasa dapat lepas dari 

tuntutan hukuman. Ada unsur diskriminatif dalam penerapan tindak 

pidana. 

D. Simpulan dan Rekomendasi 

a. Simpulan 

Berdasarkan peristiwa k o n w t ,  kanstruksi hukum, dan putusan hakim yang 

terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan 

Majelis Hakim d a b  Perkara Nomor: 82/PID/2005/PT.PMj pada Pengadilan 

Tinggi Provinsi Surnatera Barat, Majelis hakim pada hari Jum'at, 29 APRIl2065 

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh tL . B O R ~ A  i 

RITONGA SH sebagai ketua Majelis Hakim. Sedangkan I. GUST1 MADE 

ANTARA .SH. dan SJARNUBI. RH, SH masing-masing sebagai hakim anggota, 

dapat diambil kesimpulan: 

1. Majelis Hakim dalam memutus pexkata No. 82PID/2OOS/PT.PDCi pada 

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tentang mengpakan  kekerasan 

terbdap h a n g  tidak mengunakan atau mengindahkan hukum pidana khusus 

(UU No.9/1998 dan UU N0.12/2005 dm UU .No.3911999), tetapi 

mengunakan hukum pidans m u m ,  sehingga pokok pewalan tidak 

tersentuh, pada ha1 kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam 

hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi 

manusia; dimana penangungjawab unjuk rasa tidak tersentuh oleh hukum. 

2. Putusan hakim ktrrang memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilm, dan 

kurang kernanfaatan putusannya. Setiap putusan hakim wajib 



mcm~ertimbancka~l s e c a ~ ,  uruh 3sr;ek w i t  idis. .osicloms cJ?n ~ s : : ~ o ! o ~ s  

dalam setia~ autumn. 

3. Maielis hakim belum memahami kebet-adaan UU Kemerdekaan 

Menvammikan Penda~at Dimuka Umum RJU No.9/1998). UU Hak Sipil 

Politik (UU No.12/20051- d m  UU HAM (UU No.3911999 \- sehineea Dutusan 

tebih memtxrtimbangkan ~ a s a l  170 avat (1) dan ~ a s a l  406 avat 1) io ~ a s a l  

55 avat (1 )  KUHP. Akhirnva ancanaan uidana vane diiatuhkan lebih berat 

lad meniadi 8 bulan baei terdakwa. tetaoi ~enena~m~ncriawab demonstrasi 

tidak disentuh h u b .  Hakim menvampinekan damoak ~eneeakan UU 

No.9/1998. ten~tarna tidak tersentuhnva penangmiawab uniuk rasa. vane 

mendorone mahasiswa melakukan perbuatan melawan hukurn Ba@ 

masvarakat luas outusan tersebut sannat melukai rasa keadilan. 

b. Rekomendasi 

1. b-ielis Hakirn ~ e r l u  memaharm keberadaan UU Kemerdekaan 

Menvamoaikan Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998) dan UU 

No.39/2999 tentang HAM- termauk lnstnunen HAM lnternasional 

van? sudah diratifikasi Pemerintah RI (ICCPRKonvensi Hak Sipot). 

sehinpza putusan hakim memenuhi kepastian h u b  rasa keadilan, 

dan manfaat yang luas dalam penegakan hukurn. demokrasi dan hak 

asasi manusia. 

2. Mar  penang,wn_g;iaw& uqiuk rasa dapat d~etat  dengm hukuman. 

maka pendekatan majetis hakim harus komprehensif. van? 

mengutamakan hukum khusus dari @a hukum pidana umum. 

Menggali dan mencptamakan rasa keadilan masyarakat daripada 

pendekatan aarmatiE 

3. Maielis hakim vmg memutuskan perkara ini hrattg responsif dan 

bernas dalam putusannya, sehingga h a n g  layak untuk 

dipromosikan_ 
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b i P  dalam penyelesaian kasus konflik pengangkatan Pembantu 
Rektor UNP awal2005 

----------------..--- Dialog Pusham UNP,  Komnas HAM Perwakilan Sumatera 
Barat dengan Aktivis Mahasiswa dan NGO dalarn Judul 
Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Kampus. Tanggal 4 Juli 
2005 di Rektorat UNP 

F. ~arnpiran 

1. Berkas Putusan Hakim No. Perkara: No. 82/PID/2005/PT.PDG Pada 

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. 


